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BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR Lj7 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah
yang efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan dalam rangka
mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, perlu diatur kembali standar biaya
umum untuk keseragaman harga satuan dalam penyusunan
dan pelaksanaan program dan kegiatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, Kepala
daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium,
perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam
dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional
dengan memperhatikan pnns1p efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya Umum;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 57); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau. 

5 . Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan 
Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk 
menghasilkan biaya komponen keluaran dan masukan 
dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat 
daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat 
daerah. 

8. ·standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun 
biaya komponen masukan kegiatan. 
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9. Standar Bia ya Keluaran adalah besaran biaya yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan 
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan 
kegiatan. 

10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang ditentukan pada 
waktu tertentu yang penghitungan biaya komponen 
masukan kegiatan. 

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya 
disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau 
pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung 
dengan benar dan disertai kesanggupan untuk 
mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan 
pembayaran. 

12. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan 
gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

13. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan 
gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang 
membentuk biaya keluaran kegiatan. 

14. Total Biaya adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu 
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan 
kegiatan. 

Pasal 2 

( 1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 
untuk menyusun standar Harga Satuan dalam rangka 
penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan 
yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan 
efisiensi, ekonomis, efektif dan transparan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat. 

BAB II 
STANDAR BIAYA UMUM 

Pasal 3 

( 1) Standar Biaya terdiri dari: 
a. Standar Biaya Masukan kegiatan; dan 
b. Standar Biaya Keluaran kegiatan. 

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. satuan biaya honorarium; 
b . satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 
c . satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar 

kantor; 
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 
e. satuan biaya pemeliharaan. 

(3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
_ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

(1) Standar Biaya Masukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai pedoman 
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bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen 
masukan kegiatan dalam rencana anggaran dan kerja serta 
pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah. 

(2) Dalam perencanaan anggaran dan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) Standar Biaya Masukan berfungsi 
sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja Perangkat Daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi 

yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk 
karena adanya kenaikan harga pasar. 

Pasal 5 

(1) Standar Biaya Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf ayat (1) b, berfungsi untuk menghitung 
biaya keluaran kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran 
Perangkat Daerah serta pelaksanaan anggaran. 

(2) Standar Biaya Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), bersifat berulang, jenis dan satuan 
keluarannyajelas dan terukur. 

(3) Standar Biaya Keluaran dapat berupa Indeks Biaya Keluaran 
atau total biaya. 

(4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran 
dapat berfungsi sebagai referensi: 
a. penyusunan prakiraan maju; dan/ atau 
b. bahan perhitungan pagu indikatif. 

Pasal 6 

(1) Dalam satuan harga yang dibutuhkan untuk penyusunan 
rencana anggaran biaya kegiatan dan pembayaran kegiatan 
tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat 
Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai 
dengan SPT JM yang ditanda tangani oleh Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 

(2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan 
bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/kuasa 
pengguna anggaran. 

(3) Format SPTJM dan Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Lamandau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum 
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di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 719) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. 

Ditetapkan di Nanga Bvlik 
pada tanggal \ 3 y-t"\, ~ ')....?... 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal \ ~ }->~ ;?..o:). 2. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 9Y1 
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